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BAB IV

PENUTUP

IV. 1. Keseimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran penting aparat penegakan hukum adat:

Peran aktif pemerintah desa dan lembaga adat dalam mengimplementasikan

penegakan hukum adat Lamaholot demi menyelesaikan konflik mulai dari

hulu sampai hilir tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, namun

juga berorientasi pada bagaimana menuntun pelaku tindak pidana agar

berekonsiliasi dengan korban, lingkungan dan leluhur. Konsep penegakan

hukum yang demikian memperlihatkan tujuan politis demi kebaikan bersama,

menjaga harmonisasi lingkungan sosial, mengedepankan niali-nilai

solidaritas dan memberi pelajaran hukum bagi masyarakatnya agar tertib

dengan sendirinya dengan habitus yang mereka ciptakan sendiri.

2. Pengakuan Institusi penegakan hukum:

Atensi dan pengakuan institusi penegak hukum yang memberikan pengakuan

terhadap pemberlakuan hukum pidana adat Lamaholot yaitu oleh institusi

kepolisian dan institusi kejaksaan yang ada di kabupaten Lembata tidak

hanya sampai pada proses beracara, namun sampai pada penjatuhan sanksi

pidana adatnya. Hukum adat dalam aspek budaya Lamaholot yang ada di

kacamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur  memperoleh pengakuan
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tersebut dikarenakan masyarakat adatnya lebih memahami dan

mengedepankan nilai-nilai tradisi, adat istiadat dan budaya  Lamaholotnya.

IV. 2.  Saran.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat pula diajukan beberapa saran yang

ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Pemerintah Desa

Diharapkan dapat menghasilkan produk konsepsi hukum berupa peraturan

desa (PERDES) tentang ketentuan-ketentuan umum yang mengatur pola pikir

dan tindakan masyarakat berupa perintah dan/atau larangan dan tata cara

penyelesaian konflik secara hukum adat serta memperkuat legalitas lembaga

adat yang mewadahi peradilan adat.

2. Lembaga Adat:

Diharapkan agar tetap melestarikan hukum adat dan tetap berpedoman teguh

pada hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kecamatan

Ile Ape dan Ile Ape Timur agar sesuai dengan ketentuan hukum adat yang

berlaku.

3. Institusi Kepolisian dan Kejaksaan di Kabupaten Lembata

Diharapkan untuk berperan aktif mendukung dan turut terlibat dalam setiap

proses penyelesaian konflik yang ada di kecamatan Ile Ape dan kecamatan

Ile Ape Timur demi memperkuat legalitas putusan peradilan adat Lamaholot

dan sebagai bentuk dukungan pelestarian nilai-nilai budaya hukum adat yang

berlaku.
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